
2. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55,
tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah den]an Undwlg-Und8ng Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Rl Tahun 1999 Nemer 169, Tambahan Lembaran Negara
Repub!ik Indonesia Nemer 3890);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Sarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

C. bahwa berdasarkan pertirnbanqan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Papua Barat;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan satuan kerja
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat guna mencapai dayaguna
dan hasilquna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan masyarakat maka perlu ditetapkan rincian tugas dan
tata kerja Dinas Kesehatan;

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Papua Barat telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dan diundanqkan dalam Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Nomer 34;

Menimbang

GUBERNUR PAPUA BARAT,

RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG

NOMOR 8 TAHUN 2009

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT
Ja!an Siliwangi Nomor '1 Manokwarl Kode Pos 98311- Telepon {098e} 211719 Faximai! (0986) 213'124
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MEMUTUSKAN:

PERATURANGUBERNURTENTANGRINCIANTUGASDANTATA
KERJADINASKESEHATANPROV1NSIPAPUABARAT.

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-DinasDaerah Provinsi
PapuaBarat;

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
PetunjukTeknisPenataanOrganisasiPerangkatDaerah;

7, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor4737);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 NOmor 125,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor4438);

4, Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana'te!ah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3, Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (LembaranNegara Repubtik Indonesia Tahun
2001 Nomor135, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor 4151); sebagaimanate!ah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerinrtah
PenggantiUndang-UndangNomor1Tahun2008 tentangPerubahan
Undang-UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi ProvinsiPapuamenjadiUndang-Undang(LembaranNegaraRl
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rf
Nomor4884);

Menetapkan:

-'
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SusunanOrganisasi Dinas Kesehatan,terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang PelayananKesehatan;
d. Bidang Bina PengendalianMasalahKesehatan;
e. Bidang Bina PengembanganSDMKesehatan;
f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD).

Pasal2

SUSUNAN ORGANISASI

8agian Kesatu

DlNAS KESEHAT AN

RtNCIAN TUGAS

B A B II

Pasal1

Dalam PeraturanGubemur ini yang dimaksuddengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah PemerintahProvinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerahada!ahSekretarisDaerahProvinsi Papua Barat.
5. Rincian tugas adalah sekumpu!an pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit

tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas
kewenangan jabatan yang dirnilikinya.

6. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi
tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka
penyelesaian setiap pekerjaan.

7. Dinas Kesehatanadalah Dinas KesehatanProvinsi Papua Barat.
8. Satuan Kerja adalah perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah

Provinsi Papua Barat.
9. Unit Kerja adalah bagian dari satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan

tugas tertentu PerangkatDaerah.
10.Ke!ompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan-jabatan yang didasarkan

pada keahlian dan atau keterampilan,yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas unit
kerja.

11.UPTD adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang
mempunyaiwilayah kerja satu atau beberapaKabupatentKota.

c .

KETENTUAN UMUM

BAS I
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Pasal3
(1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menetapkan rencana dan program kerja;
b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan di bidang kesehatan;
c. mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesehatan dengan instansi/lembaga

terkait untuk mendapatkan kesamaan persepsi agar terjalin kerjasama dalam
pelaksanaan tugas;

d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengarahkan dan member! petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
g. rriernbina bawahan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam

melaksanakan tugas;
h. mengevaluasi hasHpe!aksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan karier

yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;
I. melaksanakan pembinaan umum di bidang kesehatan di wilayah Provinsi Papua

Barat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang­
undangan dan kondisi obyektif daerah untuk meningkatkan kemajuan di bidang
kesehatan;

j. memeriksa, memperbaiki dan menandatangani. menetapkan surat-surat laporan,
izin, rekomendasi, dokumen keuangan dan naskah dinas lainnya yang diproses
oleh Dinas Kesehatan, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;

k. mengikuti rapat, pertemuan, seminar, dengar pendapat dalam sidang DPRD
Provinsi Papua Barat untuk memberikan tanggapan atau penjelasan mengenai
perkembangan pembangunan di bidang kesehatan;

I. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Gubemur Papua Barat yang
menyangkut kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan, sesuai dengan
permasalahan untuk mendapat keputusan;

m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua Barat secara
periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
a. Sekretariat;
b. Bidang Pelayanan Kesehatan': .
c. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan;
d. Bidang Bina Pengembangan SDM Kesehatan
e. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)_

KEPALA DfNAS

Paragraf 1
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Pasal5
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tungsi. menyu~un keqiatan dan

langkah-Iangkah kegiatan, membagi tugas, member~ p~tunJuk. memenksa,
mengevaluasi hasil kerja bawahan dan melakukan koordinasi. mengarahkan surat
masuk dan keluar. menyusun [adwal protokoler, membuat telaahan staf,
melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang, rnengatur kelancaran tugas
operasional, melaksanakan urusan kepegawaian serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada Sekretaris berdasarkan ketentuan yang berlaku,

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Paragraf 3

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan ;
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Sub Bagian di lingkungan

Sekretariat agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai

dengan bidang tugasnya;
d. memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Sub Bagian di Iingkungan

Sekretariat;
e. mengevaluasi hasil keria Kepa!a Sub Baqian di lingkungan Sekretariat sebagai

bahan pertimbangan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian
DP3;

f. memeriksa dan membetu!kan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan
penyusunan rencana dan program, keuanoan, kepegawaian dan umum untuk
diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan;

g. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di
!ingkungan Dinas Kesehatan untuk diajukan kepada atasan:

h. melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja di !ingkungan Dinas Kesehatan,
agar pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar;

I. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja,
perencanaan keuangan, kepegawaian dan umum sebagai bahan masukan dalam
penyusunan rencana dan program selanjutnya;

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan secara
periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal4
(1) Sekre~ariat mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja, melakukan

pembln~an ket~tausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, membagi tugas,
memben petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa,
m.emantau, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Dinas Kesehatan.

SEKRETARIAT

Paragraf 2
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Pasal6
(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi menyusun langkah-Iangkah kegiatan,

membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi kerja bawahan dan
mengonsep surat, mengelola anggaran, melakukan verifikasi anggaran, memanta~,
rnernbuat telaahan staf serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretans
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana cimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
. Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun langkah-Iangkah kegiatan Su~ Bagian Keuanqan berdasarkan program

Sekretariat yang telah ditetapkan sebaqai pedoman kerja; . . .
b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di hngkungan Sub Baqian

Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya; . . .
c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di hngkungan Sub Baglan

Keuangan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah dite~apkan; .
d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkun~an Sub BaglanbK~uan~la!1 s~;i-al

bahan pembinaan Kader yang bersangkutan dlantaranya me~ en pent alan. '
melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan ~lOas Kesehatan,

e. mencermati dokumen permintaan pembayaran sesuai dengan kebutuhan
f. berdasarkan dokumen anggaran yang tersedia untuk diajukan ~epada atasan;
g. melaksanakan verifikasi anggaran Dinas Kesehatan sesuai dengan data dan

ketentuan yang berlaku;

SUB BAG tAN KEUANGAN

Paragraf 4

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun langkah-langkah kegiatan Sub 8agian Umum dan Kepegawaian

berdasa~an program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. rnembaqi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tuqasnya;
c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3;

e. mengarahkan surat masuk dan surat ke!uar sesuai dengan permasalahannya;
f. mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan urusan

umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diajukan
kepada atasan;

g. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang
umum dan kepegawaian untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan
pengambilan keputusan;

h. menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu seperti rapat dinas,
kunjungan tamu dan mengkonsultasikan dengan Sekretaris untuk mendapat
persetujuan;

i. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang kebutuhan dinas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

j. melaksanakan urusan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku;

k. memfasHitasi operasional Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sesuai dengan
data peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

I. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

rn. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

r
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Pasal8
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi menyu~un rencan~ dan pro.gram

kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pernbinaan teknis operasional,
memantau, mengendalikan pelaksanaan di Bidang ~elayanan Kesehatan serta
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

BIDANG PELA YANAN KESEHATAN

Paragraf 6.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun langkah-Iangkah kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan

program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub

Bagian Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya;
c. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan

sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
penilaian DP3;

e. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan;
f. membuat telaahan stat tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan

pengelolaan perencanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diajukan
kepada atasan dalam rangka pengambi!an keputusan;

g. mengonsep surat dan naskah dinas !ainnya yang berhubungan dengan
pengelolaan perencanaan Dinas Kesehatan untuk diajukan kepada atasan;

h. memantau pelaksanaan pengelo!aan perencanaan Dinas Kesehatan sesuai
dengan alokasi dana dan ketentuan yang berlaku;

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik
sebagai bahan pertanggungjawaban;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal7
(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tungsi menyusun kegiatan dan langkah­

langkah kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi
kerja bawahan dan mengonsep surat, memantau, membuat telaahan stat serta
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris berdasarkan ketentuan
yang berlaku.

SUB BAG IAN PERENCANAAN

Paragrat 5

h. membuat te!aahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan
p~~gelolaan keuangan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku untuk
diajukan kepada atasan dalam rangka penqambilan keputusan;

I. mengonsep surat dan. naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan
pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan untuk diajukan kepada atasan;

J. memantau pelaksanaan pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan sesuai dengan
alokasi dana dan ketentuan yang ber!aku;

k. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan unit terkait untuk menyiapkan
dokumen penggunaan keuangan dinas secara tertib, lengkap dan transparan
untuk menjamin sistem penatausahaan keuangan yang akuntabel;

L rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagai
bahan pertanggungjawaban;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimdal
Kesehatan Dasar mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data pe!aksanaan kegiatan bimdal kesehatan

dasar;
c. melaksanakan kegiatan pembinaan latihan dan produktifitas;
d. melakukan kerja sarna dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan bimdal

kesehatan dasar;
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan bimda.' kesehatan da_sar;_ b .
f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebaqai baha~ koor~lnasl agl

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai p_rogramkerja terkait;
g. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidanq tugasnya;
h. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tug,asnyah; t
I. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan bimda kese a an

dasar;
j. menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan bimdal kesehatan dasar;
k. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

Pasal9
(1) Seksi Bimdal Kesehatan Dasar mempunyai tungsi menganalisis dan melaksanakan

pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman Seksi Bimdal
Kesehatan Dasar.

SEKSI BIMDAL KESEHAT AN DASAR

Paragraf7

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
membawahkan :
a. Seksi Bimdal Kesehatan Dasar;
b. Seksi Bimda! Kesehatan Rujukan;
c. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus.

(2) Untuk me!aksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pe!ayanan
Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang

Pelayanan Kesehatan;
c. memberi petunjuk, araban dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di

lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan;
d. mengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan

sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
penilaian DP3;

e. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan bidang pelayanan kesehatan dengan
unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan;

f. rhelakukan pembinaan teknis operasional kepada Kepala Seksi di Bidang
Pelayanan Kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan dan program kerja Dinas Kesehatan;

g. memberi pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
kepada atasan;

h. membuat telaahan stat untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
i. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan

kesehatan sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;
j. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di

lingkungan bidang pe!ayanan kesehatan untuk diajukan kepada atasan;
k me!aporkan hasi! pelaksanaan tugas kepada Kepa!a Dinas Kesehatan secara

periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
L melaksanakan tugas lain yang diberikan o!eh atasan.
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksu~ pa~a ayat (1), Seksi Bimdal
Kesehatan Khusus mempunyai rincian tugas sebaqai benkut :
a. menyusun rencana dan program kerja:

Pasal11
(1) Seksi Bimdal Kesehatan Khusus mempunyai fungsi menganalisis dan

melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman
penqembanqan Bimdal Kesehatan Khusus.

SEKSI BIMDAL KESEHATAN KHUSUS

Paragraf9

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimdal
Kesehatan Rujukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan bimdal kesehatan

rujukan;
c. melaksanakan kegiatan pembinaan bimdal kesehatan rujukan ;
d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka bimdal kesehatan

rujukan;
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan bimdal kesehatan rujukan;
f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
g. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
h. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
!. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan bimdal kesehatan

rujukan;
J. menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan bimdal kesehatan rujukan;
k. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
!. menilai prestasl kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;
m. melakukan kerjasama dengan Seksi Bimdal Kesehatan Dasar dan Seksi Bimdal

Kesehatan Khusus;
n. menyusun laporan Seksi berdasarkan basil yang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal10
(1) Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan

pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan
Bimdal Kesehatan Rujukan.

SEKSI BIMDAL KESEHAT AN RUJUKAN

Paragraf 8

I. me~ilai .prestasi kerja bawaha~ ~ebagai bahan pembinaan dan pengembangan
kaner diantaranva memben penilaian OP3;

m. melakukan kerjasama dengan Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan dan Seksi Bimdal
Kesehatan Khusus;

n. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. me!aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bidang Bina
Pengendalian Masalah Kesehatan rnernpunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mehgumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang Bina

PengendalianMasalah Kesehatan;
c. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di

lingkungan BidangBina PengendalianMasalah Kesehatan;
do mengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Pengendalian

Masalah Kesehatan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan
diantaranya memberi penilaian OP3;

eo mengkoordinasikan kegiatan pengembangan Bidang Bina Pengendalian Masalah
Kesehatan dengan unit-unit kerja di IingkunganDinas Kesehatan;

f. melakukan pembinaan teknis operasional kepada Kepala Seksi di Bidang Bina
Pengendalian Masalah Kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangandan programkerja.Oinas Kese~at~n;

go memberi pertimbangan teknis pelaksanaan keqiatan sesuai bidanq tugasnya
kepada atasan;

h. membuat telaahan staf untukdiajukan kepadaatasan sesuai bidang tugasnya;
L memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Penqendalian

Masalah Kesehatan sebagai bahan penyusunanrencanadan program ke~Ja; .
J. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas y~~g dikelola di

lingkungan Bidang Bina PengendalianMasalah Kesehatan untuk diajukan kepada
atasan;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan secara
periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

Pasal12
(1) Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai funqsi menyusun

rencana dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan
teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di Bidang Bina
Pengendalian Masalah Kesehatan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Oinas Kesehatanberdasarkanketentuanyang berlaku.

BIDANG BINA PENGENDALIANMASALAH KESEHATAN

Paragraf 10

b. mengumpu!kan dan menganalisis data pe!aksanaan kegiatan bimdal
kesehatan khusus;

c. melaksanakan kegiatan pembinaanbimdal kesehatan khusus .
d. melakukan keria sarna dengan instanst terkait dalam rangka bimdal kesehatan

khusus;
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaankegiatan bimdal kesehatan Khusus:
f. menyiapk~ndata.dan informasi secara !engkap sebagai bahan koordinasi bagi

oroarusasr pemenntahdan swasta y.cmgmempunyai program kerja terkait;
g. membenmasukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
h. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
!. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan Bimdal Kesehatan

Khusus;
J. menyusun rencanadan langkah-Iangkahpembinaan bimdal kesehatan khusus:
k. member! petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pe!aksanaantugas;
!. me~ilaiprestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

kaner diantaranvamemberi penilaian DP3;
m. melakukan kerjasama dengan Seksi Bimdal Kesehatan Dasar dan Seksi

Bimda! KesehatanRujukan;
n. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasHyang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawabanpelaksanaantugas;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

s:
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Pasal13
(1) Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi

menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan
pedoman pengembangan bimdal pengendalian dan pemberantasan penyakit.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimdal
Pengendatian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan bimdal pengendalian

den pemberantasan penyakit ;
c. melaksanakan kegiatan pembinaan bimdal pengendalian dan pemberantasan

penyakit ;
d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan bimdal

pengendalian dan pemberantasan penyakit;
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan bimdal pengendalian dan

pemberantasan penyakit;
f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bag;

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:
g. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
h. membuat te!aahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
L menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan bimdal pengendalian

dan pemberantasan penyakit;
j. menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan bimdal pengendalian dan

pemberantasan penyakit ;
k. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
!. meni!ai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;
m. melakukan kerjasama dengan Seksi Bimdal Wabah dan Bencana dan Seksi

Bimdal Kesehatan Lingkungan;
n. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKSI BIMDAL PENGENDAUAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Paragraf 11

(3) Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
membawahkan :
a. Seksi Bimda! Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
b. Seksi Bimdal Wabah dan Bencana;
c. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan;

L melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimdal
Kesehatan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja; .'
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan keglatan bimdal

kesehatan lingkungan; .
c. melaksanakan kegiatan pembinaan bidang bimdal kesehatan hngkun~an; d
d. melakukan kerja sama dengan mstansi terkait dalam rangka pembmaan an

pengembangan bidang bimdal kesehatan lingku,:gan ; . . '"
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan keqiatan bldang bimdal ke",ehatan

lingkungan; .' . b .
f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebaqai bahan ~oord~:'1 agl

organisasi pemerintah dan swasta yang m~mpunyal p.rogram keria teo '
g. memberi masukan kepada pimpinan sesuat dengan bldang tugasnya,

(2)

Pasal15
(1) Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi menganalisis dan

melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman
pengembangan Bimdal Kesehatan Lingkungan.

SEKSI BIMOAL KESEHATAN UNGKUNGAN

Paragraf 13

I
I

1
!
I
\

Pasal14
(1) Seksi Bimda! Wabah dan Bencana mempunyai fungsi menganalisis dan

me!aksanakan p.embinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman
pengembangan bimdal wabah dan bencana .

•
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimda!

Wabah dan Bencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menqanalisis data pelaksanaan kegiatan bidang bimdal

wabah dan bencana;
c. melaksanakan kegiatan pembinaan bidang bimdal wabah dan bencana;
d. melakukan kerja sarna dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan

pengembangan bidang bimdal wabah dan bencana ; -
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang bimdal wabah dan

bencana;
f. menyiapkan data dan informasi secara !engkap sebagai bahan koordinasi bag!

orqanisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
g. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
h. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
I. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan bidang bimdal wabah

dan bencana;
j. menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan bidang bimdal wabah dan

bencana;
k. member! petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;
m. melakukan kerjasama dengan Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan

Penyakit dan Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan;
n. menyusun laporan Seksi berdasarkan basil yang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKSI BIMDAL WABAH DAN BENCANA

Paragraf 12
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(3) Bidang Bina Pengembangan SOM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
membawahkan :
a. Seksi Bimdal Perencaan dan Pendayagunaan;
b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
c. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi;

i~~
I

!I ~
I
I,

(2) Untuk melaksanakan tungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengembangan SOM Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan bidang bina

pengembangan SOM kesehatan;
c. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di

!ingkungan bidang bina pengembangan SOM kesehatan;
d. mengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan bidang bina pengembangan

SOM kesehatan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian OP3;

e. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan bidang bina pengembangan SOM
kesehatan dengan unit-unit kerja di lingkungan Oinas Kesehatan;

f. melakukan pembinaan teknis operasional kepada Kepala Seksi di bidang bina
pengembangan SOM kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan dan program kerja Oinas Kesehatan;

g. memberi pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
kepada atasan;

h. membuat telaahan stat untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
l. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang bina pengembangan

SOM kesehatan sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja; . .
J. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas y~~g dikelola di

lingkungan bidang bina pengembangan SOM kesehatan untuk diajukan kepada
atasan;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Oinas Kesehatan
secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

i
1 r

I

(1) Bidang Bina Pengembangan SOM Kesehatan mempunyai fungsi menyusun rencana
dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis
operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan di Bidang Bina Pengembangan
SOM Kesehatan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Oinas
Kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal16

BfDANG BfNA PENGEMBANGAN SDM KESEHAT AN

Paragraf 14

h. membuat te!aahan staf untuk diaj.ukan ke~ada atasan sesuai bidang tugasnya;
t. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan bidang bimdal

kesehatan Itngkungan;
j. f!lenyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan bidang bimdal kesehatan

hngkungan;
k. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
!. me~i!ai prestasi kerja bawahan sebaqai bahan pembinaan dan pengernbangan

Kaner diantaranva memberi penilaian OP3;
rn. melakukan kerjasama dengan Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan

Penyakit dan Seksi Birndal Wabah dan Bencana;
n. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal18
(1) Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi m~nganalisis dan

melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman
pengembangan bidang bimdal pendidikan dan pelatihan.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebaga.in:a~a dimaksud pa~a a~at ~1), Seksi Bimdal
Pendidikan dan Pelatihan mempunyai nncian tugas sebaqai benkut .
a. menyusun rencana dan program kerja: ... ..
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan keglatan bimdal pendidikan

dan pelatihan ; . . '.
c. melaksanakan kegiatan pembinaan bimdal pendidikan dan pelatihan; .
d. melakukan keria sama dengan instansi terkait dalam rangka pernbinaan dan

pengembangan Bimdal Pendidikan dan pelatihan; .
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan keglatan bimdal pendidikan dan

pelatihan;

SEKSI BIMDAl PENDIDIKANDAN PELATIHAN

Paragraf 16

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimdal
Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpu!kan dan menganalisis data pe!aksanaan kegiatan bimda! perencanaan

dan pendayagunaan;
c. melaksanakan kegiatan pembinaan bimdal perencanaan dan pendayagunaan;
d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan

pengembangan pengkajian dan pengembangan bimdal perencanaan dan
pendayagunaan;

e. rnenyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan bimdal perencanaan dan
pendayagunaan ;

f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait:

g. memberi masukari kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
h. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
I. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan bimdal perencanaaan

dan pendayagunaan:
j. menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan bimdal perencanaan dan

pendayagunaan;
k. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi peni!aian DP3;
m. melakukan kerjasama dengan Seksi Pemeliharaan Bimdal Pendidikan dan

Pejatihan dan Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi.
n. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasH yang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai fungsi menganalisis
dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman
pengembangan bimdal perencanaan dan pendayagunaan.

Pasaf17

SEKSI BIMDAl PERENCANAAN DAN PENDA YAGUNAAN

Paragraf 15
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Seksi Bimdal
RegistrasidanAkreditasimempunyairinciantugassebagaiberikut :
a. menyusunrencanadan programkerja;
b. mengumpulkandanmenganalisisdata pelaksanaankegiatanbimdal registrasidan

akreditasi ;
c. melaksanakankegiatanpembinaanbimdalregistrasidan akreditasi;
d. melakukan kerja sarna dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan

pengembanganbimdal registrasidanakreditasi;
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan bimdal registrasi dan

akreditasi;
f. menyiapkandata dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasipemerintahdan swastayangmempunyaiprogramkerja terkait;
g. memberimasukankepadapimpinansesuaidenganbidangtugasnya;
h. membuattelaahanstat untukdiajukankepadaatasansesuaibidangtugasnya;
i. menyusunpedomandan petunjukteknis untuk kepentinganbimdal registrasidan

akreditasi;
j. menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan bimdal registrasi dan

akreditasi;
k. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaantugas;
I. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karierdiantaranyamemberipenilaianDP3;
rn. melakukan kerjasama dengan Seksi Bimdal perencanaan dan Pendayagunaan

dan SeksiBimdalPendidikandan Pelatihan;
n. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawabanpelaksanaantugas;
o. melaksanakantugas lainyangdiberikanolehatasan.

Pasaf19
(1) Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi mempunyai fungsi menganalisis dan

melaksanakan pembinaan teknis. penyusunan program, penyiapan pedoman
pengembanganbimdal registrasidan akreditasi.

SEKSI BIMDAL REGISTRASI DAN AKREDITASI

Paragraf 17

f. menyiapkan dat~ dan intorrnasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organls~SI pemenntah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait; .

g. memben masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
h. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
L menyusunpedomandan petunjukteknisuntukkepentinganbimdalpendidikandan

pelatihan;
1- menyusun rencana dan langkah-langkah pernbinaan bimdal pendidikan dan

pelatihan;
k. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaantugas;
L me~ilai.prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

kanerdiantaranyamemberipenilaianDP3;
rn. melakuka.n~erjasamadengan Seksi Bimdal Perencanaandan Pendayagunaan

dan SeksiBirndalRegristrasidanAkreditasi;
n. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawabanpelaksanaantugas;
o. melaksanakantugas lain yangdiberikanolehatasan.
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Pasal21
(1) Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi m~nganalisis dan

melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penylapan pedoman
pengembanganbimdaljaminandansaranakesehatan.

(2) Untuk melaksanakanfungsi sebagaimanadimaksu~ pa~a ayat (1), Seksi Bimdal
JaminanKesehatan mempunyairinciantugassebaqaibenkut :
a. menyusunrencanadan programkerja; k . t n bimdal jaminan
b. mengumpulkandan menganalisisdata pelaksanaan egla a

kesehatan; . .. .
c. melaksanakankegiatanpembinaanbimdaljamman kesehatan,

SEKSI BIMDAL JAMINAN KESEHAT AN

Paragraf 19

(2) Untuk melaksanakanfungsi sebagaimanadimaksudpada ayat (1), Bidang Jaminan
dan SaranaKesehatanmempunyairinciantugassebagaiberikut :
a. menyusun rencanadanprogramkerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi dl lingkungan bidang

jarninandan saranakesehatan;
c. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikantugas kepada Kepala Seksi di

lingkunganbidangjaminandansaranakesehatan;
d. mengevaluasihasil kerja KepalaSeksi di Iingkunganbidang jaminan dan sarana

kesehatan sebagai bahan pembinaan Kaner yang bersangkutan diantaranya
memberipenilaianDP3;

e. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan bidang jarninan dan sarana
kesehatandenganunit-unitkerjadi lingkunganDinasKesehatan;

f. melakukan pembinaan teknis operasional kepada Kepala Seksi pada Bidang
Jaminan dan Sarana Kesehatanberdasarkankebijakan yang ditetapkan dalam
peraturanperundang-undangandanprogramkerjaDinasKesehatan;

g. memberi pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
kepadaatasan; _

h. memberitelaahanstaf terhadappelaksanaantugaskepadaKepalaDinas sebagai
bahanpertimbangan;

I. memantaudan mengendalikanpe!aksanaankegiatanbidangjarninandan sarana
kesehatansebagaibahanpenyusunanrencanadanprogramkerja;

1. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di
lingkunganBidangJaminandanSaranaKesehatanuntukdiajukankepadaatasan;

k. melaporkan hasil pelaksanaantugas kepada Kepala Dinas Kesehatan secara
periodiksebagaibahanpertanggungjawaban;

!. melaksanakantugaslainyangdiberikanolehatasan.

(3) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
membawahkan:
a. SeksiBimdalJaminanKesehatan;
b. SeksiBimdalSaranadanPeralatanKesehatan;
c. SeksiBimdalKefarmasian;

Pasal20
(1) BidanqJaminandan SaranaKesehatanmempunyaifungsi menyusunrencana dan

program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis
operaslonal,memantau,mengendalikanpelaksanaandi bidang jaminan dan sarana
kesehatan serta me!aporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
Kesehatanberdasarkanketentuanyangberlaku.I

, I

BfDANG JAMfNAN DAN SARANA KESEHAT AN

Paragraf 18
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(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimdal
Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja:
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan bimdal sarana dan

peralatan kesehatan;
c. melaksanakan kegiatan pembinaan bimdal sarana dan peralatan kesehatan;
d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembina an dan

pengembangan bimdal sarana dan peralatan kesehatan:
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Bimdal Sarana dan Peralatan

Kesehatan;
f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
g. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
h. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
I. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan bimdal sarana dan

peralatan kesehatan;
j. menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan bimdal sarana dan peralatan

kesehatan;
k. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3; . .
m. melakukan kerjasama dengan Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan dan Seksi Bimdal

Kefarmasian;
n. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal22
(1) Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai funqsi menganalisis dan

melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman
pengembangan bimdal sarana dan pera!atan kesehatan.

SEKSI BIMDAL SARAN A & PERALA TAN KESEHATAN

Paragraf 20

!- \

d. melakukan kerj~ s~ma dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan
pengembangan jarmnan kesehatan;

e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan bimdal jaminan kesehatan;
f. rnenyiapkan data. dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

orqarusasi pemenntah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
g. memben masukan kepada pirnpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
h. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
L menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan bimdal jaminan

kesehatan;
J. menyusun rencana dan langkah-Iangkah pembinaan jaminan kesehatan;
k. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
L me~ilai .prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

kaner diantaranya memberi penilaian DP3;
m. melakukan kerjasama dengan Seksi Bimdal Sarana dan Peralataan Kesehatan

dan Seksi Bimdal Kefarmasian;
n. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasH yang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tuqas lain yang diberikan oleh atasan.
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ini,(3) Kebutuhan jabatan fungsiona! sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) Pasal
ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

Pasal24
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tug~s. membantu pimpin~n dan

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan ProVInSI Papua Barat sesuat dengan
keahlian yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat d~bagi. d.a!ar:n Sub Kelompok sesuai de,:gan
kebutuhan dan keahliannya masing-masmg dipimpin oleh seorang tenaga funqsional
senior.

KELOMPOK JABAT AN FUNGSIONAL

Bagian Kedua

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bimdal
Kefarmasian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan bimdal kefarmasian;
c. melaksanakan kegiatan pernbinaan Bimdal Kefarmasian;
d. me!akukan kerja sama dengan instansi terkait da!am rangka pembinaan dan

pengembangan bimda! kefarmasian;
e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan bimdal kefarmasian;
f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
g. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
h. membuat te!aahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
i. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan bimdal kefarmasian;
J. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan bimdal kefarmasian;
k. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
I. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;
m. melakukan kerjasama dengan Seksi 8imdal Jaminan Kesehatan dan Seksi Bimdal

Sarana dan Peralataan Kesehatan;
n. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. m'elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal23
(1) Seksi Bimda! Kefarmasian mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan

pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan Bimda!
Kefarmasian.

SEKSI BIMDAL KEFARMASIAN

Paraqraf 21
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Pasal30
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat bertanggungjawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal29
Secara hierarkis, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Ke~ehatan Pr<:>vinsi
Papua Barat wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidanq
tugasnya kepada atasannya.

Pasal 28
Kepa!a Dinas dan atau pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provi~si
Papua Barat dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan satuan keria,
unit dan instansi terkait.

(3) Dalam rangka menjamin ke!ancaran tugas, setiap bawahan dapat memberikan saran
pertimbangan kepada atasannya.

(2) Setiap pimpinan unit kerja di !ingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan
mengeva!uasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal27
(1) Secara periodik. Kepala Dinas dan atau pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas

Kesehatan Provinsi Papua Barat dapat mengadakan rapat dalam rangka
mengkomunikasikan program dinas kepada bawahannya.

(2) Setiap bawahan wajib me!aksanakan pekerjaan yang diterimanya dengan penuh
tanggungjawab.

Pasal 26
(1) Setiap pimpinan unit kerja dalam Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

berkewajiban mendistribusikan pekerjaannya kepada bawahan secara proporsional.

(3) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat wajib membuat
rencana kerja yang mengacu pada rencana kerja Dinas.

•

Pasal25
(1) Dinas ~esehatan Provinsi Papua Barat wajib rnerniliki rencana strategis dan rencana

operasional yang terintegrasi secara sinerqis dengan rencana unit kerja lainnya.

(2) Rencana sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Rencana
Strategis Daerah dan bersifat transparan, partisipatif serta mempertimbangkan
keterbatasan sumber daya.

TATAKERJA

BAS III

Bagian Ketiga
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1. Menter! Oalam Neger! dl Jakarta;
2. Menter! Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3 Ketua OPRO Provlnsl Papua Barat;
4: Para Kepala Perangkat Oaerah di lingkungan Provinsi Papua Barat.

Salinan Peraturan Inl dlsampalkan kepada Yth :

BERJTAOAERAH PROVINSlPAPUA BARATTAHUN 2009 NOMOR88

GEORGE CELCIUS AUPARAY

CAPffTD

SEKRETARIS OAERAH PROVINSIPAPUA BARAT,

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 17Maret 2009

ABRAHAM O. ATURURI

Ditetapkan di Manokwari
pada tangga! 16 Maret 2009

GUBERNURPAPUA BARAT,

CAPrrTO

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya da!am Serita Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal31
Peraturan Gubemur lni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KETENTUAN PENUTUP

BABIV
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